Studi tentang penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan oleh

penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscuur libel oleh hakim

(studi kasus pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan

terdakwa abdullah puteh) by Ayuningsih, Fitri
 
 
 
Studi tentang penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan oleh 
penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscuur libel oleh hakim 
(studi kasus pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan 
terdakwa abdullah puteh) 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret 
 
Oleh : 
Fitri Ayuningsih 
E.0004168 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA 
2008 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
    
 
  
 
 
Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL 
SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT 
HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM 
(STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN 
HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH) 
 
 
 
 
Disusun oleh : 
FITRI AYUNINGSIH 
E0004168 
 
 
 
Disetujui untuk Dipertahankan 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
BAMBANG SANTOSO, S.H., M. Hum 
                                                  NIP. 131 863 797 
 
 
 
 
PENGESAHAN PENGUJI 
 
 
    
 
 
Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL 
SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT 
HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM 
(STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN 
HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH) 
Disusun oleh : 
FITRI AYUNINGSIH 
E0004168 
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta 
pada : 
Hari  : Selasa 
Tanggal  : 25 Maret 2008 
TIM PENGUJI 
1. Edy Herdyanto, S.H., M.H : (   ) 
 
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum : (   ) 
 
3. Bambang Santoso, S.H., M. Hum : (   ) 
 
 
MENGETAHUI 
Dekan, 
 
Mohammad Jamin, S.H, M.Hum 
NIP.131 570 154 
ABSTRAK 
 
 
    
 
 
FITRI AYUNINGSIH. E 0004168. STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT 
FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM 
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH 
HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI 
PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH 
PUTEH). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penerapan 
syarat formil dan materiil dalam pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum 
yang memiliki banyak kekurangan dalam penulisan surat dakwaan, yang  berakibat 
hukumnya batal secara formil karena surat dakwaan tersebut oleh Hakim dinyatakan 
Obscuur Libel (kabur/samar-samar). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan syarat formil dan 
materiil pada surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus pidana 
korupsi pengadan helikopter yang dilakukan oleh H. Abdullah Puteh dan untuk 
mengetahui akibat hukum dari surat dakwaan jika dinyatakan obscuur libel oleh 
hakim.  
Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian 
normatif, tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan 
data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang 
digolongkan sesuai dengan katalogisasi.  
Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan syarat formil 
dan materiil dalam surat dakwaan oleh penuntut umum pada kasus pidana korupsi 
dengan terdakwa Abdullah Puteh terdapat banyak kekurangan di dalam 
pembuatannya, sehingga menyebabkan surat dakwaannya Obscuur Libel (kabur yang 
batal secara hukum). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dicapai atas berkat rahmat dan 
ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan seluruh rakyat 
Indonesia harus diisi dengan usaha-usaha pembangunan disegala bidang baik 
pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan di bidang 
hukum. Pembangunan nasional disini tidak hanya mengejar kebutuhan lahiriah 
ataupun kepuasan batiniah saja, tetapi juga diperlukan keseimbangan dan 
keselarasan antar keduanya sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur 
seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia. 
Pembangunan di bidang hukum sendiri tak dapat dipisahkan sebagai 
bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 
nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. 
Dalam pelaksanaannya hukum berfungsi sebagai social control dan social 
engineering. Sebagai sarana social control, fungsi hukum adalah untuk 
menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi di sini 
hukum berfungsi sebagai sarana pengadilan tingkah laku dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hukum  menjaga jangan  sampai suatu tingkah laku menganggu 
ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sebagai sarana social 
engineering, fungsi hukum dalam suasana dimana hukum berperan untuk 
 
 
    
 
menggerakkan masyarakat guna mencapai social planning yang dicita-citakan 
dalam kehidupan bersama. Social planning tersebut telah dituangkan dalam 
pembukaan UUD 1945 yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur material 
dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Harun M. Husein, 1994 : 1). 
Dalam membicarakan pembangunan hukum, termasuk di dalamnya 
adalah penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana ( Integrated Criminal 
Justice System ). Untuk itu perlu semakin dimantapkan peran dan kedudukan 
penegakan hukum supaya terwujud peningkatan kemampuan dan 
kewibawaannya. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk 
menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu 
merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah 
terjadinya pelanggaran hukum. Peningkatan kemampuan penegak hukum ini 
penting karena kebanyakan para penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan 
dididik sebagai calon penerap hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat 
memperbaruhi hukum. Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti 
undang-undang yang gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya 
yang memiliki celah dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk 
terus meningkatkan moral dan kredibilitasnya, mengabdi pada hukum sehingga 
keadilan dapat terwujud. 
Dalam lingkungan pelaksanan tugas aparatur penegak hukum, yaitu 
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, masing-masing memiliki kewenangan dan 
tindakan yang berbeda yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Dalam hal 
ini kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu 
perkara, jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah 
penyidik dan hakim. Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta 
penetapan pengadilan.  
 
 
    
 
Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, 
namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus 
melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi 
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik ( Andi 
Hamzah, 1987 : 160-161 ). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan 
penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui 
apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil 
penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. 
Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. 
Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan 
merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang 
demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. Jika 
seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang 
dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan / 
eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud. 
Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang 
menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat 
dakwaan “ tidak dapat diterima “ atas alasan isi rumusan surat dakwaan “ kabur / 
obscuur libel “ karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak 
menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam 
pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. 
Apabila pengadilan  menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti 
secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari 
hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat 
dakwaan dengan  hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan 
jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan 
penyidikan ( M. Yahya Harahap, 2000 : 387 ). 
Sebagai salah satu contoh kasus yang cukup menyita perhatian publik 
adalah kasus Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si, Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh 
 
 
    
 
Darussalam yang melakukan pembelian helikopter Model MI-2 Rostov 
Manufacturing Number 5111238082 untuk digunakan oleh Gubernur dalam 
melaksanakan tugas-tugas Gubernur maupun Bupati-Bupati dan berkunjung ke 
daerah-daerah di wilayah konflik di NAD. Pembelian menggunakan Dana 
Alokasi Umum untuk setiap kabupaten / kotamadya yang telah disetujui oleh 
DPRD kabupaten. 
Ditinjau dari sudut keperdataannya, maka yang bertindak sebagai Pembeli 
adalah H. Abdullah Puteh, Para Bupati / Walikota dan DPRD yang telah 
memberikan persetujuannya. Dalam perkara ini tidak terungkap dengan jelas 
mengenai apakah pembelian helikopter tersebut yang dipandang merupakan 
tindakan yang melawan hukum. Tidak disitanya helikopter sebagai barang bukti 
hasil kejahatan membuktikan bahwa Dakwaan lebih diarahkan kepada 
penyimpangan prosedur pembelian helikopter merupakan tindakan yang 
memenuhi unsur melawan hukum.    
Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin 
mengkaji lebih lanjut dalam prespektif yuridis mengenai penerapan syarat formil 
dan materiil dalam surat dakwaan yang obscuur libel beserta akibat hukum yang 
ditimbulkan, dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : 
“ STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN 
MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN 
AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH 
HAKIM ( STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI 
PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH 
PUTEH )  “. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan  masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang 
hendak diteliti, sehingga memudahkan dalam pengerjaannya, serta dapat 
mencapai sasaran yang diinginkan. 
 
 
    
 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penulisan hukum ini, maka 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana penerapan syarat formil dan materiil pada surat dakwaan yang 
dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus pidana korupsi pengadaan 
helikopter oleh terdakwa H. Abdullah Puteh ? 
2. Apakah akibat hukum jika surat dakwaannya dinyatakan obscuur libel oleh 
hakim? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalahdan 
menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan 
penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan 
yang hendak dicapai dengan adanya penelitian itu ( Soerjono Soekanto, 1984 : 
119 ). 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui penerapan syarat formil dan materiil pada surat 
dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus pidana 
korupsi pengadan helikopter yang dilakukan oleh H. Abdullah Puteh. 
b. Untuk mengetahui akibat hukum dari surat dakwaan jika dinyatakan 
obscuur libel oleh hakim.  
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam 
bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan 
penulis, khususnya dalam bidang penulisan ilmiah. 
c. Sebagai sarana untuk dapat menyumbangkan gagasan dan pemikiran guna 
perkembangan ilmupengetahuan hukum pada umumnya. 
 
 
 
    
 
D. Manfaat Penelitian  
Selain tujuan penelitian tersebut di atas, dalam penulisan hukum ini 
diharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara 
pidana di Indonesia, serta dapat menambahkan literatur atau bahan-bahan 
informasi ilmiyah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan 
penelitian selanjutnya. 
b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang surat dakwaan yang 
obscuur libel  
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memperoleh gambaran mengenai putusan tentang surat dakwan 
yang obscuur libel kasus H. Abdullah Puteh dan implikasi yuridis yang 
timbul dengan dikeluarkanya putusan  tersebut khususnya bagi peradilan 
pidana di Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan bagi 
penyelesaian kasus-kasus pidana lainnya. 
b. Meningkatkan pengetahuan penulisan tentang masalah-masalah dan  
ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. 
c. Memberikan tambahan pengetahuan bagi yang berminat terhadap masalah 
yang sama. 
E. Metode Penelitan 
Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal 
yakni yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan 
 
 
    
 
indentifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum dalam perundang-
undangan maupun hukum tercatat. 
Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan indentifikasi terhadap 
pengertian pokok atau dasar dalam hukum. Penelitian ini sangat penting 
karena masing-masing pengertian memiliki arti penting dalam kehidupan 
hukum (Soerjono Soekanto, 1984 : 13). Penelitian normatif merupakan salah 
satu jenis penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data sekunder. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai 
penerapan syarat formil dan syarat materiil  dalam surat dakwaan oleh 
penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscuur libel oleh 
hakim dalam perkara pidana korupsi pengadaan helikopter oleh Abdullah 
Puteh. 
3. Jenis Data 
 Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan 
yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki 
peranan penting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh langsung dari 
masyarakat disebut data primer atau primary data dan data yang diperoleh 
dari buku pustaka disebut data sekunder atau secondary data ( Soerjono 
Soekanto, 1986 : 11 ). Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang meliputi  
dokumen atau arsip yang ada korelasinya dengan masalah yang diteliti. 
Dalam hal ini adalah berbagai literatur, catatan, buku-buku dan berkas 
perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder yaitu kepustakaan yang meliputi buku-buku, laporan, dokumen, 
 
 
    
 
literatur lain dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti maupun berkas perkara. 
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 
a. Bahan Hukum Primer 
Yaitu norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan seperti 
KUHP, KUHAP, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang mengalami 
perubahan menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan Undang-undang No. 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil karya ilmiah 
dari kalangan hukum dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok 
bahasan. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, yakni kamus hukum dan sebagainya ( Soerjono Soekanto dan 
Sri Mahmudji, 2004 : 12 ). 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam 
hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 
validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya 
dikenal paling sedikit tiga jenis tekhnik pengumpulan data yaitu : studi 
dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara 
atau interview ( Soerjono Soekanto, 1986 : 21 ). 
Tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis 
 
 
    
 
mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang 
akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, 
dan  selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 
permasalahan penelitian.  
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan  tahap penting dan menentukan karena pada 
tahap ini, penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan 
yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Dalam setiap 
penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan 
kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 
Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis 
untuk memudahkan pekerjaan alanisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 
1986 : 251-252). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi 
kepustakaan, aturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain yang 
dimaksud oleh penulis untuk kemudian diuraikan dan dihubungkan 
sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis 
guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 
F. Sistematika Skripsi 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang akan 
disusun, maka penulis menyusun kerangka skripsi ini, adapun kerangka dalam 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I      PENDAHULUAN 
Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah 
dalam kasus pidana pengadaan helikopter dengan terdakwa Abdullah 
Puteh, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika skripsi. 
 
 
    
 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang 
berhubungan dengan tinjauan mengenai penuntutan, tinjauan 
mengenai surat dakwaan terutama yang obscuur libel, dan tinjauan 
mengenai tindak pidana korupsi serta menguraikan kerangka 
pemikiran pada kasus pidana pengadaan helikopter dengan terdakwa 
Abdullah Puteh 
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang penerapan syarat formil dan syarat materiil dalam surat 
dakwaan, beserta akibat hukumnya jika surat dakwaan dinyatakan 
obscuur libel oleh hakim dalam perkara pengadaan helikopter oleh 
Abdullah Puteh. 
BAB IV    PENUTUP 
Meliputi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Kerangka Teori  
b. Tinjauan Mengenai Surat Dakwaan 
1) Pengertian Surat Dakwaan 
Berbagai pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan 
oleh pakar di bidang hukum pidana / hukum acara pidana. Pengertian-
pengertian tersebut antara lain : 
a) Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu 
surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum 
yang memuat uraian tentang identitas lengkap 
terdakwa,perumusan tindak pidana yang didakwakan yang 
dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai 
uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh 
terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup 
pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1989 : 43). 
b) Karim Nasution (dalam Harun M. Husein) menyatakan bahwa 
tuduhan ( dakwaan ) adalah suatu surat atau akta yang memuat 
perumusan tindak pidana yang dituduhkan sementara dapat 
disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang 
merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang 
bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman 
(Harun M. Husein, 1989 : 44). 
c) M. Yahya Harahap (dalam Harun  M. Husein) menyatakan bahwa 
pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, 
berupa pengertian surat / akta yang memuat perumusan tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana 
 
 
    
 
ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan 
dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar 
dan yang didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan 
tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam 
sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1989 : 44). 
Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya 
sebagai berikut : 
a) Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan 
tanggal dan tandatangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan 
tanggal dan tandatangan tersebut, suratdakwaan tidak bernilai 
sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat. 
b) Bahwa dalam dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang 
didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan 
oleh terdakwa. 
c) Bahwa perumusan tindak pidana yang didakwakan harus 
dilakukan  dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan 
unsure-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam 
pasal pidana yang bersangkutan. 
d) Bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di 
sidang pengadilan ( H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992 
: 20-21 ). 
Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan 
perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan 
batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh 
hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yangditentukan 
dalam surat dakwaan. 
Berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Dakwaan ( BPPD ) 
yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, halaman 
7 ( tujuh ) menyatakan bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi 
yaitu : 
 
 
    
 
a) Segi Positif  : Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti 
dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam 
putusannya.  
b) Segi negatif  : Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti 
dalam petusan haarus dapat diketemukan kembali dalam surat 
dakwaan. 
 Lebih lanjut mengenai surat pada dasarnya surat dakwaan 
mempunyai dua fungsi yaitu : 
a) Fungsi Negatif 
 Bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam 
persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengganbil 
putusannya dan hal-hal yang tidak terbukti di persidangan tidak 
dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman 
terhadap terdakwa jadi terdakwa hanya dapat 
dipertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang 
terbukti di persidangan.  
b) Fungsi Positif 
Bahwa hal-hal yang dinyatakan tebukti dalam persidangan harus 
dapat kembali dalam surat dakwaan. 
Adapun manfaat surat dakwaan adalah sebagai berikut : 
a) Bagi Penuntut Umum 
Sebagai dasar penuntut terhadap terdakwa, dasar pembuktian 
kesalahan terdakwa, dan sebagai dasar pembahasan yuridis, dan 
tuntutan pidana. 
b) Bagi Terdakwa / Penasehat Hukum 
Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (pledoi), dasar 
menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap terdakwa penuntut 
umum (alibi), dasar pembahasan yuridis, dan dasar untuk 
melakukan upaya hukum. 
 
 
    
 
c) Bagi Hakim  
Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar keputusan 
yang akan dijatuhkan, dan dasar untuk membuktikan terbukti / 
tidaknya kesalahan terdakwa. 
2) Syarat-syarat Surat Dakwaan 
Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua 
syarat yang harus dipenuhi yaitu : 
a) Syarat Formil 
Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang 
mencakup :   
(1) Diberi tanggal  
(2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama 
lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. 
(3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum. 
b) Syarat Materiil 
 Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan 
harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu ( tempus 
delicti ) dan tempat tindak pidana itu dilakukan ( locus delicti ). 
Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai 
berikut : 
(1) Cermat 
Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak 
terdapat kekurangan / kekeliruan. Penuntut umum sebelum 
membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya 
peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal 
yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu : 
 
 
    
 
(a) Apakah terdakwa berkemampuan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannnya menurut 
hukum. 
(b) Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu 
sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis. 
(c) Apakah tidak terjadi nebis in idem. 
(d) Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di 
dalam wilayah hukum kekuasaannya. 
(2) Jelas 
Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum 
harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan 
uraian perbuatan materiil ( fakta ) yang dilakukan terdakwa. 
Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan 
antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya 
berbeda satu sama yang lain / antar uraian dakwaan yang 
hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan 
unsure-unsurnya berbeda. 
(3) Lengkap 
Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mncakup semua 
unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara 
lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsure delik yang tidak 
dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan 
materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu 
bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang ( 
Darwan Prinst, 1998 : 117-119 ). 
3) Modal Dasar Pembuatan Surat Dakwaan 
Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembuatan surat 
dakwaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut 
ketentuan yang berlaku serta menurut kebiasaan yang lazim agar 
 
 
    
 
dapat  dipetanggungjawabkan sebagai dasar dan titik tolak 
pemeriksaan perkara di persidangan, jaksa penuntut umum harus 
menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan surat dakwaan 
yang meliputi: 
a) Penguasaan materi perkara 
 Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang 
melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan dilakukan, dimana 
terjadinya perbuatan perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan 
dilakukan, dan  dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan. 
Selanjutnya apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa 
yang menjdi korban / siapa yang dirugikan. Semua itu masing-
masing harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan 
ketentuan undang-undang. 
 Dalam hal ini sebelmnya jaksa penuntut umum memulai 
membuat surat dakwaan, lebih dahulu hendaklah membaca berkas 
perkara yang bersangkutan. Setelah membaca berita acara 
pendapat dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca 
berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka / terdakwa, 
mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah penahanan, 
barang-barang sitaan, dan sebagainya. 
 Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat 
cermat, jelas dan lengkap, harus pula disusun secara sistematis 
tentang urutan-urutan kejadian dengan tetap berpegang pada 
unsur- unsure yang terdapat pasal-pasal undang-undang yang 
dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara benar-
benar sudah dikuasai. 
 Setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah dapat 
ditentukan pasal mana yang paling tepat didakwakan dan 
 
 
    
 
bagaimana sebaiknya dakwaan tersebut disusun, apakah dakwaan 
tunggal, kumulatif, alternative, subsider / berlapis ataupun 
kombinasi / gabungan. 
b) Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan 
 Untuk menguasai materi perkara maka syarat mutlak untuk 
membuat surat dakwaan yang benar adalah pengusaan materi 
undang-undang yang dilanggar. Pembuat surat dakwaan harus 
mengetahui secar tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal yang 
direncanakan akan didakwakan yang unsur-usurnya cocok dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh tersakwa. 
 Masalah unsur-unsur didalam pasal-pasal KUHAP ini 
perlu didalami karena antar pasal yang satu dengan yang lain 
saling berdekatan. Apabila tidak waspada maka dapat bercampur 
baur yang mengkibatkan kesalahan yang fatal. 
 Untuk menghindari tercecernya unsur-unsur dari pasal 
yang akan didakwakan seyogyanyalah pada waktu menyusun surat 
dakwaan itu mengutip unsur-unsur dari pasal tertentu yang relevan 
apabila dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan. 
Pengutipan ini tidak perlu mencakup keseluruhan bunyi pasal 
melainkan yang berkaitan dengan unsur yang cocok dengan 
perbuatan yang didakwakan. 
4) Bentuk-bentuk Surat Dakwaan 
 KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan 
yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat 
dakwaan yang dikenal sekarang ini adalah merupakan produk yang 
timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. 
 Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 
    
 
1) Dakwaan Tunggal 
Dalam penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu 
perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang 
dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko 
karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam 
persidangan maka tidak ada alternative lain kecuali terdakwa 
dibebaskan. Dalam pratek kadang-kadang ditemui suatu keadaan 
perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan 
untuk mendakwa secara tunggal. Penyusunan surat dakwaan 
tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika 
dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum 
hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini 
berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat 
sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun 
sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Contoh 
Dakwaan ini misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian 
( Pasal 362 KUHP ).  
2) Dakwaan Alternatif 
Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak 
pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama 
ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara 
tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam 
hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi 
tindak pidana yang lain menunjukkan corak / ciri yang sama atau 
hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tidak 
pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan 
ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, 
lapisan yang satu merupakan alternative dan bersifat 
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan 
 
 
    
 
terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan 
dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara 
berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan 
yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka 
dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 
Misalnya didakwakan : 
Pertama : Pencurian ( Pasal 362 KUHP ) 
Kedua    : Penadahan ( Pasal 480 KUHP ) 
3) Dakwaan Subsidair 
Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup suatu 
perbuatan yang parallel / satu jurusan yang dalam dakwaan 
disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang 
tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya. 
Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang 
disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu 
berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik 
lapisan disusun secar berurut dimulai dari tindak pidana yang 
diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana 
yang diancam dengan pidan teringan. Pembuktian dilakukan 
secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan 
yang dipandang terbukti.lapisan yang tidak terbukti harus 
dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan 
dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. 
Misalnya didakwakan : 
Primatif  : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) 
Subsidair  : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP ) 
 
 
    
 
Lebih Subsidair : Penganiyayan yang menyebabkan kematian ( 
Pasal 351 ayat (3) KUHAP ) 
4) Dakwaan Kumulatif 
Dalam surat dakwaan ini, beberapa tindak pidana masing-masing 
berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana 
yang satu tehadap yang lain dan didakwakan secara serempak. 
Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari 
kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana 
yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi 
didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana 
itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan 
secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. 
Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan 
beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak 
pidana yang berdiri sendiri. 
Misalnya didakwakan : 
Kesatu : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP ) 
Kedua : Pencurian dengan pemberatan ( Pasal 363 KUHP ) 
Ketiga : Pemerkosaan ( 285 KUHP )     
5) Dakwaan Kombinasi / Gabungan 
Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan 
yang berbentuk alternative dengan dakwaan subsidair / antara 
dakwaan komulatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan 
komulatif dengan dakwaan alternative, dan sebagainya. Dakwaan 
ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari 
kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa 
lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan 
perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik 
 
 
    
 
dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang 
dipergunakan. Sebagai contoh yaitu kasus perampokan yang 
disertai pembunuhan, pembakaran rumah dari yang dirampok 
yang maksudnya untuk menghilangkan jejak, lalu pelaku 
pembunuhan tersebut dilakukan dengan alat berupa senjata api 
yang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang. Dalam hal ini 
susunan dakwaan menjadi: 
Kesatu 
Primair, Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana) 
Subsidair, Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa) 
Lebih subsidair, Pasal 355 ayat (2) KUHP (Penganiayaan yang 
direncanakan yang mengakibatkan kematian) 
Lebih subsidair lagi, Pasal 354 ayat (2) KUHP (sengaja melukai 
berat orang lain yang mengakibatkan kematian) 
Lebih-lebih subsidair lagi, Pasal 351 ayat (3) KUHP 
(penganiayaan biasa yang menyebabkan 
kematian) 
Kedua 
Primair, Pasal 187 KUHP (Sengaja membakar) 
Subsidair, Pasal 188 KUHP (karena kesalahannya yang 
mengakibatkan kebakaran) 
Ketiga 
Primair, pasal 365 KUHP (Pencutrian yang didahului / disertai 
dengan kekerasan) 
Subsidair, Pasal 363 KUHP (Pencurian pada waktu malam / yang 
dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 
lebih 
Keempat 
Primair, Pasal 1 ayat (1) UU No 12 / Drt / 1951 jo Pasal 55, 56 
KUHP (A. Soetomo, 1990:21-25). 
 
 
    
 
5) Perubahan Surat Dakwaan 
 Telah disebutkan bahwa surat dakwaan harus disusun secara 
cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang 
didakwakan, namun sifat khilaf secara manusiawi dapat 
menghinggapi setiap orang termasuk jaksa penuntut umum, apabila 
terjadi ketidaksempurnaan dalam pembuatan surat dakwaan. 
 Dalam hal ini KUHAP memberi kelonggaran dengan memberi 
kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengadakan 
perubahan. 
Adapun ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi : 
1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum 
pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk 
menyempernakan maupun untuk tidak melanjutkan 
penuntutannya. 
2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu 
kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. 
3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia 
menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat 
hukum dan penyidik. 
 Dari ketentuan diatas dapat diatas dapat disimpulkan : 
a) Perubahan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum; 
b) Waktu perubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum sidang; 
c) Perubahan surat dakwaan hanya satu kali saja; 
d) Turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada 
tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (Hari Sasongko dan 
Tjuk Suharjanto, 1988 : 63). 
 
 
    
 
6) Eksepsi dan Pembatalan Terhadap Surat Dakwaan 
 Resiko yang dihadapi penuntut umum dalam persidangan 
terkait dengan surat dakwaan ialah diajukannya eksepsi oleh terdakwa 
/ penasehat hukumnya. Eksepsi itu sendiri adalah keberatan yang 
dianjurkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap 
kewenangan pengadilan, karena menurut pendapatnya, pegadilan 
yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau 
keberatan yang ditunjukan terhadap surat dakwaan dngan permintaan 
agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidk 
diterima. 
 Macam-macam eksepsi yaitu : 
a) Eksepsi Obscuur Libel 
Dalam eksepsi ini, diajukan keberatan terhadap surat dakwaan 
karena disusun tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap 
sehingga dakwaan kabur / samar-samar ( Obscuur Libel ). Atas 
dasar ini terdakwa / penasehat hukum dapat meminta agar 
dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. 
b) Eksepsi Litispendentia 
Dalam eksepsi ini, diajukan keberatan terhadap kewenangan 
pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Atas dasar ini maka 
terdakwa / penasehat hukum dapat meminta agar pengadilan 
negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara 
tersebut. 
c) Eksepsi Peremptoir 
Dalam eksepsi diajukan keberatan atas dasar bahwa kewenangan 
penuntut umum untuk menuntut perkara sudah gugur, missal 
 
 
    
 
karena kadaluarsa. Atas dasar itu maka terdakwa / penasehat 
hukum dapat meminta agar surat dakwaan dapat dinyatakan tidak 
dapat diterima. 
d) Eksepsi Rei Judicetae 
Ekpensi ini menguraikan dasar nebis in idem sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 KUHP, oleh karena itu trdakwa / 
penasehat hukum dapat meminta agar surat dakwaan dinyatakan 
tidak dapat diterima. 
e) Eksepsi Eror in Persona 
Eksepsi ini menggunakan dasar bahwa bukan terdakwa yang 
melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi orang lain yang 
harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Oleh 
karena itu terdakwa / penasehat hukum dapat meminta agar surat 
dawaan dinyatakan tidak dapat diterima. 
f) Eksepsi terhadap kekeliruan penerapan hukum 
Terdakwa / penasehat hukum dapat mengajukan alasan bahwa 
penuntut umum dalam menyusun dakwaannya telah menerapkan 
ketentuan perundang-undangan yang keliru. 
g) Eksepsi yang tidak memenuhi syarat formil 
Terdakwa / penasehat hukum dapat memint agar surat dakwaan 
dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar surat dakwaan tidak 
memenuhi syarat formil. 
h) Eksepsi yang didasarkan karena perbuatan bukan merupakan 
tindak pidana 
 
 
    
 
Dalam eksepsinya, terdakwa / penasehat hukum menyatakan 
bahwa perbuatan bukan merupakan tindak pidana tetapi 
merupakan hubungan hukum sehingga meminta agar dakwaan 
dinyatakan tidak dapat diterima ( Harun M. Husein, 1994 : 159-
161 ). 
 Apabila penuntut umum tidak mengadakan perubahan 
surat dakwaan dan dinyatakan dalam persidangan diajukan eksepsi 
oleh terdakwa / penasehat hukum mengenaisurat dakwaan yang 
tidak memenuhi syarat formil dan materiil seperti yang telah 
disebutkan di atas, maka pada dasarnya bila terbukti, hakim dapat 
membatalkan surat dakwaan tersebut. 
 Adapun menurut Mederburg, pembatalan surat dakwaan itu 
ada 2 macam yaitu : 
a) Pembatalan Formil ( Formale Nietigheid ) 
 Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang 
disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat 
mutlak yang ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP hl ini 
jelas ditunjukkan oleh pasal 143 ayat (2) b yaitu tentang surat 
dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan material. Surat 
dakwaan yang demikian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP 
adalah batal demi hukum (Darwan Prinst, 1998 : 121). 
 Adapun dakwaan “batal demi hukum” berarti dakwaan 
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dakwaan tersebut 
dianggap “ tidak pernah ada”. Dalam hal ini maka keadaan 
perkara kembali kestatus semula yakni status sebagaimana semula 
dalam keadaan belum dilimpahkan sehingga penuntut umum jika 
hendak melimpahkan perkara lagi harus memperbaiki surat 
 
 
    
 
dakwaan atau mengajukan upaya banding ( Leden Marpaung, 
1992 : 322 ).  
b) Pembatalan hakiki ( Wezenlijke Nietigheid ) 
 Pembatalan hakiki adalah pembatalan yang menurut 
penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak 
terpenuhinya suatu syarat yang dianggap essensial, misalnya 
pembuatan surat dakwaan yang tidak terang, sehingga dari isinya 
tidak dapat dilihat surat dakwaan seperti yang dikehendaki oleh 
undang-undang. Oleh karena itu surat dakwaan itu tidak 
memenuhi tujuan yang sebenarnya walaupun syarat material telah 
terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut 
Obscuur Libel. Dalam hal ini maka hakim harus menyatakan surat 
dakwaan batal secara formil karena adannya suatu kekurangan 
yang disyaratkan undang-undang. Di dalam KUHAP hal ini diatur 
dalam Pasal 143 ayat (2) a ( Darwan Prinst, 1998 : 121-122 ). 
 Berbicara mengenai pembatalan surat dakwaan, maka akan 
timbul suatu pemikiran akibat hukum yang ditimbulkan dari 
pembatalan tersebut, terkait dengan hak dan kewenangan penuntut 
umum untuk mengajukan perkaraitu sekali lagi ke depan sidang 
pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, penuntut umum masih 
mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan perkara itu 
sekali lagi ke sidang pengadilan. Yang tepat dan yang mesti 
diterapkan menurut beliau adalah : 
(1) Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur 
nebis in idem. 
(2) Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali 
lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan 
mengganti surat dakwaan yang lama, kemudian mengajukan 
 
 
    
 
surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan 
sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat-syarat 
surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 
(3) Atas surat dakwaan yang baru disempurnakan tadi, pengadilan 
memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan 
didakwakan kepada terdakwa. Putusan yang akan dijatuhkan 
pengadilan terhadap peristiwa pidana ini dapat berupa putusan 
pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan 
hukum. 
c. Tinjauan Mengenai Penuntutan 
a. Pengertian Penuntutan 
Menurut KUHAP ketentuan mengenai batasan penuntutan 
diatur di dalam Pasal 1 butir 7 yang dimaksud penuntutan adalah 
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
Pengadilan Negeri yang berwenang dalam  hal dan menurut cara yang 
diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa 
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 1996 : 
157). 
Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut 
umum. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP pengertian jaksa dan 
penuntut umum berbunyi sebagai berikut : 
1) Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan putusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 
2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 
Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim ( Evi Hartanti, 2005 : 46-47). 
 
 
    
 
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 
Apabila antara Pasal 1 butir 6b KUHAP dikaitkan dengan 
Pasal 1 butir 6a KUHAP maka dapat disimpulkan tugas jaksa adalah 
sebagai berikut : 
1) Sebagai Penuntut Umum. 
a) Melakukan Penuntutan. 
b) Melaksanakan penetapan pengadilan. 
2) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh 
kekuatan hukum tetap ( eksekutor ). 
Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum 
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 
melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ( UU 
No. 16 Tahun 2004 ) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik 
Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut 
Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, 
penuntut umum mempunyai wewenang : 
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu. 
2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah 
perkaranya dilimpahkan kepada penyidik. 
 
 
    
 
4) Membuat surat dakwaan. 
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada 
sidang yang telah ditentukan. 
7) Melakukan penuntutan. 
8) Menutup perkara demi kepentingan umum. 
9) Mengadakan “ tindakan lain “ dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 
10) Melaksanakan penetapan hakim. 
Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang 
dimaksud dengan “ tindakan lain “ antara lain ialah meneliti identitas 
tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas 
wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umumdan 
pengadilan. Dari rumusan Pasal 14 KUHAP diatas, menurut Bambang 
Waluyo ( 2000 : 68 ) secara singkat proses penuntutan dan tuntutan 
pidana dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan kepada 
pengadilan yang berwenang. 
2) Pemeriksaan di sidang pengadilan. 
3) Tuntutan pidana. 
4) Putusan hakim. 
Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari 
penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dan dalam 
waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil 
penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil dari 
penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan 
perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus 
 
 
    
 
dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal 
penerimaan berkas perkara itu kepada penuntut umum ( Pasal 128 
KUHAP ). Setelah penuntut umum menerima kembali hasil 
penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan 
apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat 
atau tidak diadakan penuntutan. 
Dalam Pasal 140 KUHAP dinyatakan, apabila penuntut umum 
berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan 
maka dalam waktu secepatnya segera membuat surat dakwaan.  
3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi 
1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Korupsi berasal dari kata latin “ Corruptio “ atau “ Corruptus 
“ yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “ 
Corruption “, dalam bahasa Belanda “ Korruptie “ dan selanjutnya 
dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “ Korupsi “. Korupsi secara 
harafiah berarti jahat atau busuk, sedangkan I. A. N Kramer ST 
menterjemahkan sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Oleh karena 
itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, 
busuk, jahat, rusak, atau suap ( Darwan Prinst, 2002 : 1 ). 
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di 
Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt / Perpu / 013 / 
1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian 
dimasukkan juga dalam Undang-Undang No. 24 / Prp / 1960 tentang 
Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan 
oleh Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan akan mulai berlaku 
 
 
    
 
efektif paling lambat 2 ( dua ) tahun kemudian ( 16 Agustus 2001 ) 
dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
tanggal 21 November 2001. 
Pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan 
perkembangan yang ada di masyarakat, dengan munculnya Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971, pengertian korupsi mengalami 
perkembangan karena adanya beberapa pasal di dalam KUHP yang 
dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Pengertian 
dari perbuatan korupsi tercantum dalam pasal 1 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 
), untuk ayat 1 yaitu : 
(1) Barangsiapa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung 
dapat merugikan  keuangan negaradan atau  perekonomian Negara 
atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan  Negara atau perekonomian Negara. 
(2) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara. 
(3) Barangsiapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-
pasal 209, 210, 337, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425, 435 
KUHP. 
(4) Barangsiapa yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri seperti dimaksud pasal 2 dengan mengingat sesuatu 
kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya 
atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 
atau kedudukan itu. 
(5) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan 
kepadanya seperti tersebut dalam pasal 418, 419, 420 KUHP tidak 
 
 
    
 
melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada pihak yang 
berwajib. 
Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) yaitu : “ Barangsiapa 
melakukan   percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak 
pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini. Dalam Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 
melihat dari 2 segi Tindak Pidana Korupsi yaitu Korupsi Aktif dan 
Korupsi Pasif.  
Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai 
berikut : 
(1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara ( Pasal 2 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ). 
(2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara ( Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ). 
(3) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan 
memgingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji 
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut ( Pasal 
4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ). 
(4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya ( Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 ). 
 
 
    
 
(5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara karena ada hubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya ( Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 ). 
(6) Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili ( Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 ). 
(7) Pemborong, ahli bangunan yang ada pada waktu membuat 
bangunan, atau menjual bahan bangunan yang ada pada waktu 
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang 
yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 
keselamatan negara dalam keadaan perang ( Pasal 7 ayat (1) 
huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ). 
(8) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 
penyerahan barang bangunan, sengaja membiarkan perbuatan 
curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ( Pasal 7 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ). 
(9) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara  Republik 
Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat 
membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang ( 
Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ). 
(10) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyeahan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan 
curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c ( Pasal 7 ayat (1) 
huruf d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ). 
(11) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-
 
 
    
 
menerus atau untuk semantara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan yang satu surat berharga yang disimpan karena 
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut 
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 
melakukan perbuatan tersebut ( Pasal 8 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 ). 
(12) Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau 
sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau 
daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi ( Pasal 9 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ). 
(13) Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi 
tugas menjalankan suatu jawaban umum secara terus-menerus 
atau untuk sementara waktu dengan sengaja mengelapkan, 
menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai 
barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk 
menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang 
berwenang yang dikuasai kerena jabatannya. Atau membiarkan 
orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, kta, surat, atau daftar 
tersebut ( Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ). 
(14) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan 
maksud mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau meneima 
pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi 
diinya sendiri ( Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 ). 
(a) Pada waktu menjalankan tugas m,eminta, menerima, atau 
memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut 
 
 
    
 
mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal 
tersebut bukan merupakan hutang ( huruf f ). 
(b) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima 
pekerjaan, atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan 
hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal trsebut 
bukan merupakan hutang ( huruf g ). 
(c) Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah 
Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai 
dengan perundang-undangan, telah mergikan orang yang 
berhak padahal dikethui bahwa perbuatan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau 
(d) Baik langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut 
serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang 
pada saat dilakukan perbuatan,  untuk seluruhnya atau 
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya ( 
huruf i ). 
(15) Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat 
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 
kedudukan itu ( Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 ). 
Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut : 
(1) Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima 
pemberian atau janji karena berbuat atau idak bertentangan 
dengan kewajiban ( Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 ). 
(2) Hakim atau Advokad yang menerima pemberian janji untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 
yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan 
 
 
    
 
kepada pengadilan untuk diadili ( Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ). 
(3) Orang yang menerima menyerahkan bahan dan keperluan 
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang membiarkan perbuatan orang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang 
Nomo 20 Tahun 2001 ( Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 ). 
(4) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negra yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau 
patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena 
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 
jabatannya, atu menurut piiran orang yang memberikan hadiah 
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ( Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ). 
(5) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar 
melakukan atau tidak melkukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau 
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatanny yang bertentangan dengan 
kewajibannya ( Pasal 12 huruf a dari huruf b Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 ).   
(6) Hakim menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan mempengaruhi 
nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan 
perkaran yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili ( 
Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ). 
(7) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang 
menerima gratifikasi yang diberikan berhubunggan dengan 
 
 
    
 
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya ( 
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ) (R. Wiyono, 
2005). 
2) Sifat Delik Korupsi 
Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikelompokkan atas : 
(1) Delik Korupsi dirumuskan normative ( pasal 2 dan pasal 3 ) 
(2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi Delik Korupsi ( 
Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ) 
(3) Delik Penyuapan Aktif ( Pasal 13 ) 
(4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, 
yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi ( Pasal 14 ) 
(5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan ( Pasal 15 ) 
(6) Delik korupsi dilakukan di luar teritori Negara Republik 
Indonesia ( Pasal 16 ) 
(7) Delik korupsi dilakukan subyek badan hukum ( Pasal 20 ) 
3) Ciri-Ciri Korupsi 
Menurut Syed Hussein Alatas di dalam bukunya “ Sosiologi 
Korupsi  “ menjelaskan mengenai ciri-ciri korupsi adalah: 
(1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang 
(2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan 
(3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal 
balik 
(4) Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung di balik 
kebenaran hukum 
 
 
    
 
(5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan 
keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi 
keputusan 
(6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik 
atau masyarakat umum 
(7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatan kepercayaan 
(8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontra 
diktif dari mereka yang melakukan itu 
(9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 
4) Sebab-Sebab Korupsi 
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah 
sebagai berikut ( Syed Hussein Alatas, 1980 : 47-48 ) : 
(1) Kelemahan para pengajar agama dan etika  
(2) Kolonialisme, dimana suatu pemerintahan asing tidaklah 
menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk 
membendung korupsi 
(3) Kurangnya pendidikan, namun melihat pada realitas yang ada 
pada saat ini ternyata kasus-kasus korupsi di Indonesia, 
mayoritas koruptor adalah mereka yang memiliki kemampuan 
intelektual yang tinggi, sehingga alas an ini dapat dikatakan 
kurang tepat 
(4) Kemiskinan, pada kasus-kasus yang merebak di Indonesia dapat 
disimpulkan bahwa para pelaku korupsi bukan disebabkan oleh 
kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari 
kalangan yang tidak mampu melainkan mereka adalah 
konglomerat 
(5) Tiada sanksi yang keras 
(6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi 
 
 
    
 
(7) Stuktur pemerintahan 
(8) Perubahan radikal, di saat sistem nilai mengalami perubahan 
radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional 
(9) Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa 
mencerminkan masyarakat keseluruhan. 
Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah 
moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Di bawah ini 
beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak 
dapat menjinakkannya : 
(1) Suatu  keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan 
spiritual dan tugas kemajuan nasional dan publik maupun 
birokrasi 
(2) Administrasi yang efisien dan penyesuaian struktural yang layak 
dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari 
penciptaan sumber-sumber korupsi 
(3) Kondisi-kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan 
(4) Berfungsinya suatu sistem yang anti korupsi 
(5) Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar 
normal dan intelektual yang tinggi. 
B. Kerangka Pemikiran 
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Puteh, 
dimana pembelian helikopter ini menggunakan Dana Alokasi Umum untuk 
setiap kabupaten / kotamadya yang mana telah disetujui oleh DPRD 
kabupaten. Pada waktu proses peradilan terdapat berbagai alasan keberatan 
yaitu adanya keberatan terhadap surat dakwaan yang dianggap cacat hukum 
sehingga menyebabkan dakwaan tersebut obscuur libel dan oleh Hakim 
dinyatakan Surat Dakwaan yang batal secara formil serta adanya pembelaan 
 
 
    
 
terhadap Abdullah Puteh mengenai tidak sahnya dakwaan yang dikarenakan 
penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK. 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan berikut di bawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak Pidana Korupsi 
Proses Peradilan 
Keberatan Terhadap 
Surat Dakwaan 
Pembelaan Terdakwa 
Penerapan Syarat 
dalam Surat Dakwaan 
Penyelidikan dan Penyidikan 
oleh KPK 
Surat Dakwaan Obscuur Libel 
 
 
    
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penerapan Syarat Formil dan Materiil pada Surat Dakwaan yang 
Dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Pidana Korupsi 
Pengadaan Helikopter oleh Terdakwa Abdullah Puteh 
Dalam proses peradilan kasus pidana korupsi pengadaan helikopter 
yang dilakukan oleh Abdullah puteh ini terdapat banyak kejanggalan dari isi 
surat dakwaan baik dari segi penerapan syarat formil maupun materiilnya 
didalam surat dakwaan. 
Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai penerapan syarat 
formil dan materiil pada surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum 
dalam kasus pidana korupsi pengadaan helicopter oleh terdakwa H. Abdullah 
Puteh, maka terlebih dahulu akan diuraikan kasus posisi beserta surat 
dakwaannya : 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si. 
Tempat Lahir : Idi, Aceh Timur 
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/04 Juli 1948 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat Tinggal : 1. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah    
No. 1 Banda Aceh 
2. Jalan Warung Sila No. 1 Ciganjur 
Jakarta Selatan 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh  
 
 
    
 
Darussalam (yang dahulu disebut 
Porpinsi Daerah Istimewa Aceh) 
Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) Universitas 
Indonesia                                                                                                   
2. Kasus Posisi 
Tindak pidana korupsi adalah Pembelian Helikopter Model MI-2 
Rostov Manufacturing Number 5111238082 untuk digunakan oleh 
Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Gubernur maupun Bupati-
Bupati dan berkunjung ke daerah-daerah di wilayah konflik di NAD. 
Pembelian menggunakan Dana Alokasi Umum untuk setiap 
kabupaten/kotamadya yang telah disetujui oleh DPRD kabupaten. 
 
3. Dakwaan Jaksa 
DAKWAAN PRIMAIR: 
Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, Gubernur Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
dan bersekutu dengan saksi Bram HD Manoppo, MBA, Presiden Direktur 
P.T Putra Pobiagan Mandiri (PPM) telah melakukan serangkaian 
perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan 
yang dilanjutkan pada Bulan Februari 2001 sampai dengan Juli 2004, 
bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam atau setidak-
tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah 
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 
 
    
 
- Sekitar bulan Februari-Maret 2001, Terdakwa menghadiri Rapat 
Kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan salah satu acara Rapat 
Kerja adalah presentasi pesawat terbang buatan Rusia yang 
disampaikan oleh saksi Bram HD Manoppo, MBA, Presiden Direktur 
P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM); 
- Pada tanggal 28 Juni 2001, Terdakwa menandatangani Letter of Intent 
(LOI) Nomor: 553.3/23580, yang dikirimkan kepada Bram HD 
Manoppo, yang isinya antara lain menyatakan Pemerintah Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit 
pesawat terbang helikopter type MI-2, VIP Cabin, versi sipil buatan 
tahun 2000-2001 dari pihak pabrik Mil Moscow Helikopter Plant 
Rusia; 
- Selanjutnya saran Terdakwa, maka pada tanggal 15 Juli 2001 Bram 
HD Manopo membuat surat dengan Nomor: 0135/PPM/BM/VII/2001 
kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang isinya 
meminta pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat 
milyar rupiah); 
- Pada tanggal 2 Agustus 2001, Terdakwa menerbitkan surat No. 
KU.570/3578 ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam yang berisi mengenai pemberitahuan 
tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan 
Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001; 
- Pada tanggal 7 Agustus 2001, Terdakwa mengadakan pertemuan 
dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD, dan meminta agar 
mereka menandatangani surat pernyataan yang isinya para Bupati/ 
Walikota dapat menyetujui dana Spesial Treatment yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 451/KMK.07/2001 
tanggal 23 Juli 2001; 
- Pada tanggal 28 Agustus 2001, Terdakwa menerbitkan Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001 tentang Penetapan 
 
 
    
 
Rincian Jumlah Bantuan Perlakuan Khusus untuk Pemerintah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. Atas dasar surat tersebut, saksi 
Thanthawi Ishak, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
menerbitkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Nomor 255/R/2001 
tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin, 
yang dalam lampirannya memuat pemotongan dari Dana Bantuan 
Perlakuan Khusus sebesar Rp. 700.000,- guna biaya pembelian 
helikopter tersebut; 
- Dari dana bantuan perlakuan khusus bagian Kabupaten/Kota 
terkumpul sebesar Rp. 9.100.000.000,- dan oleh Terdakwa dana 
tersebut tidak dimasukkan ke dalam Perubahan APBD Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2001 maupun tahun 
2002, sehingga bertentangan dengan mekanisme pengelolaan dan 
pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
- Kemudian terdakwa memerintahkan Zainuddin , SE, Kepala Kas 
Daerah melalui Drs. Teuku Meurah Lizam, Karo Keuangan untuk 
menempatkan dana APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 
2001 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ke rekening pribadi Terdakwa 
Nomor: 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta; 
- Pada tanggal 24 Agustus 2001, Terdakwa membayar uang muka 
pembelian helikopter MI-2 kepada Bram HD Manopo dengan 
memberikan cek senilai Rp. 750.000.000,-. Tindakan tersebut 
bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 
tentang Pedoman Pelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah, padahal waktu itu belum ada perjanjian pembelian 
helicopter antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
dengan Bram HD Manoppo; 
 
 
    
 
- Pada tanggal 20 Oktober 2001, Terdakwa meminta persetujuan 
prinsip pengadaan helikopter sebesar Rp. 12.500.000.000,- kepada 
Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui surat 
Nomor: Ku. 024/5190; 
- Pada tanggal 26 Desember 2001, Terdakwa kembali mengirim surat 
ke DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: Ku-024/6269 
meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter, akan tetapi 
Terdakwa tidak memberitahukan bahwa sebelumnya Terdakwa telah 
membayar uang muka pembelian helicopter tersebut sebesar Rp. 
750.000.000,- 
- Pada tanggal 26 Juni 2002, Terdakwa dan Bram HD Manoppo 
menandatangani Perjanjian Jual-Beli helikopter MI-2 Nomor: 
04/SPJB/2002, yang berisi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam akan membeli helikopter MI-2 dengan cabin versi VIP 
dan anti peluru, helikopter 100% baru dibuat tahun 2000-2001 dengan 
harga sebesar US$ 1,250,000 dari P.T. Putra Pobiagan Mandiri; 
- Pada tanggal 29 Juni 2002, Terdakwa menerbitkan surat Nomor:  
602/22395 perihal Rekomendasi Penunjukkan Langsung yang 
ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D); 
- Pada tanggal 8 Juli 2002, Terdakwa menerbitkan Keputusan Nomor: 
602.1/262/2002 tentang Penunjukkan P.T. Putra pobiagan Mandiri 
sebagai pelaksana pengadaan pesawat Helikopter  Mi-2. Penunjukkan 
langsung tersebut bertentangan dengan Ketentuan Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 
- Pada tanggal 10 Juli 2002, Terdakwa turut menandatangani surat 
perjanjian Pembelian Helikopter MI-2 Nomor: 05/KOP/PRJ/VII/2002 
antara P.T. Putra Pobiagan Mandiri yang diwakili oleh Bram HD 
Manoppo dengan Drs. Khalid, MSi. Sehubungan dengan 
penandatanganan tersebut, pada tanggal 15 Juli 2002 dan 30 Juli 
2002, Munawar anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) 
 
 
    
 
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas perintah Drs. 
Khalid, MSi., Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional 
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk pengadaan 
helikopter telah melakukan pembayaran helikopter kepada P.T. Putra 
Pobiagan Mandiri yaitu masing-masing sebesar: 
a. Rp. 2.000.000.000,- ditransfer tanggal 15 Juli 2002 ke rekening 
P.T. putra Pobiagan Mandiri Nomor a/c 101.4941-01-7 di Bank 
Bukopin; 
b. Rp. 1.500.000.000,- ditransfer tanggal 30 Juli 2002 ke rekening 
P.T. Putra Pobiagan Mandiri Nomor a/c 101.4941-01-7 di Bank 
Bukopin Jakarta; 
- Pada tanggal 31 Oktober 2002, Zainuddin mentransfer uang Rp. 
3.750.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 01.01.038492; 
- Pada tanggal 5 November 2002, Terdakwa melakukan pembayaran 
kepada P.T. Putra Pobiagan Mandiri sebesar Rp. 3.400.000.000,-; 
- Pada tanggal 25 Februari 2003 dilakukan serah terima pesawat 
helikopter dari P.T. Putra Pobiagan Mandiri yang diwakili oleh Bram 
HD Manoppo kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam yang diwakili oleh Drs. Khalid, MSi. Sebagai Pimpinan 
Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara 
Nomor: 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 tanpa 
dilakukan pengecekan fisik; 
- Pada bulan Juli 2003, Terdakwa mengembalikan uang ke kas Daerah 
melalui pemindahbukuan dari rekening Kas daerah sebesar Rp. 
1.300.000.000,-. Pengembalian tersebut adalah atas dasar permintaan 
Kepala Kas daerah, Zainuddin, SE., sebagai penggantian dana yang 
telah dibayarkan kepada P.T. Putra Pobiagan Mandiri tanggal 25 Juli 
2003 sebesar Rp. 1.275.000.000,- 
- Terdakwa memerintahkan Zainuddin, SE., melalui Ir. H. Syahruddin 
Gadeng, Msc., Kepala Biro Perlengkapan, untuk mengirimkan uang 
 
 
    
 
sebesar Rp. 964.350.000,- kepada Teuku Djohan Basyar untuk 
melakukan pembayaran pembelian helikopter langsung ke pabrik 
Rostov Mil Rusia tanpa melalui P.T. Putra Pobiagan Mandiri; 
- Selanjutnya terdakwa memerintahkan Zainuddin melalui Ir. H. 
Syahruddin Gadeng, Msc. untuk mentransfer uang sebesar Rp. 
198.150.000,- kepada P.T. Putra Pobiagan Mandiriuntuk pembayaran 
helikopter; 
- Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004, setelah dilakukan penyidikan, 
sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. SPRINDIK-
02/VI/2004/P.KPK tanggal 29 Juli 2004 mengembalikan uang yang 
ada padanya melalui Bank Bukopin ke Kas Daerah rekening khusus 
PPh/PPN Nomor 01.02.121.007.1 di Bank Pembangunan Daerah 
Cabang Aceh sebesar Rp. 2.300.000.000,-; 
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Ir. Tutisno Hartono 
dari P.T. Dirgantara Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2004 terhadap 
helikopter MI-2, maka diperoleh kesimpulan bahwa engine GTD 350 
W serial IV engine number 481664021 W (LH) dan engine number 
471683016 W (RH) yang terpasang di Pesawat MI-2 Rostov dapat 
dinyatakan bahwa kondisi engine bukan engine baru, karena telah 
memiliki jam terbang terhitung sejak baru, dengan istilah lain yaitu 
telah memiliki flying time since new (TSN), sebagaimana tertuang 
dalam Hasil Pemeriksaan/Inventory Check Helikopter Model Rostov 
MI-2 Manufacturing Number 5111238082 yang dibuat dan 
ditandatangani Ahli tertanggal 22 Juli 2004; 
Dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah memperkaya terdakwa sendiri 
atau saksi Bram HD Manoppo, MBA atau orang lain atau P.T. Putra 
Pobiagan Mandiri yang telah atau setidak-tidaknya dapat merugikan 
keuangan negara sejumlah Rp. 13.687.500.000,- atau setidak-tidaknya 
sejumlah Rp. 10.087.500.000,- yang dihitung dari jumlah pengeluaran 
uang dari kas oleh Bendaharawan Umum Daerah Rp. 13.687.500.000,- 
dikurangi jumlah pengembalian ke rekening Kas Daerah yang disetor 
 
 
    
 
kembali oleh terdakwa Rp. 3.600.000.000,- sebagaimana hasil 
perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat nomor 
SR-548/D6/1/2004 tanggal, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
Perbuatan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, MSi., diancam pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b 
ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
 
SUBSIDAIR: 
Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, MSi., selaku Gubernur 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan pengangkatannya 
dengan Keputusan Presiden Nomor: 298/M tahun 2000 tanggal 15 
November 2000 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban antara lain 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan 
ketertiban masyarakat dan mengajukan rancangan peraturan daerah dan 
menetapkannya sebagai peraturan daerah  sama Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
dengan Saksi Bram HD Manoppo, MBA., Presiden Direktur P.T. Putra 
Pobiagan mandiri (PPM) (yang perkaranya diajukan secara tersendiri) 
telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga 
dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan 
tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Februari 2001 
sampai dengan tahun 2004, bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh 
Darussalam atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan 
Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, masih 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan 
 
 
    
 
mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang  dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Sekitar bulan Februari-Maret 2001, Terdakwa menghadiri Rapat 
Kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan salah satu acara Rapat 
Kerja adalah presentasi pesawat terbang buatan Rusia yang 
disampaikan oleh saksi Bram HD Manoppo, MBA, Presiden Direktur 
P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM); 
- Pada tanggal 28 Juni 2001, Terdakwa menandatangani Letter of Intent 
(LOI) Nomor: 553.3/23580, yang dikirimkan kepada Bram HD 
Manoppo,MBA., Presiden Direktur P.T. Putra Pobiagan Mandiri 
(PPM) yang copynya dikirim pula ke Mil Moscow Helikopter Plant 
Russia, isinya antara lain menyatakan Pemerintah Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit pesawat 
terbang helikopter type MI-2, VIP Cabin, versi sipil buatan tahun 
2000-2001 dari pihak pabrik Mil Moscow Helikopter Plant Russia, 
penandatanganan Letter of Intent (LOI) tersebut adalah sebagai tindak 
lanjut dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Bram HD 
Manoppo,MBA di Jakarta, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa 
dana/uang untuk pembelian Helikopter tersebut belum tersedia dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam, dan juga belum dibicarakan/diminta persetujuan 
kepada DPRD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; 
- Terdakwa setelah menandatangani dan mengirimkan Letter of Intent 
(LOI) kepada Bram HD Manoppo,MBA., pada sekitar bulan Juli 2001 
menyarankan kepada Saksi Bram HD Manoppo,MBA., untuk 
membuat surat permintaan pembayaran uang muka pembelian 
helikopter kepada Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 
dan atas saran tersebut maka Saksi Bram HD Manoppo,MBA., 
 
 
    
 
mengajukan permintaan dengan surat Nomor: 
0135/PPM/BM/VII/2001 tertanggal 15 juli 2001 yang isinya meminta 
pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar 
rupiah) untuk ditransfer (dikirimkan) ke pabrik Mil Moscow 
Helikopter Plant Russia; 
- Pada tanggal 2 Agustus 2001, Terdakwa menerbitkan surat No. 
KU.570/3578 ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam yang berisi mengenai pemberitahuan 
tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan 
Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001, dalam surat tersebut 
diberitahukan kepada para Bupati/Walikota antara lain bahwa dana 
sumbangan biaya pengadaan helikopter akan diambilkan/bersumber 
dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian 
Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor: 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 Dana Bantuan 
Perlakuan Khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai 
belanja pegawai dan non pegawai; 
- Pada tanggal 28 Agustus 2001, Terdakwa menerbitkan Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001 tentang Penetapan 
Rincian Jumlah Bantuan Perlakuan Khusus untuk Pemerintah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. Atas dasar surat tersebut, saksi 
Thanthawi Ishak, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
menerbitkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Nomor 255/R/2001 
tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin, 
yang dalam lampirannya memuat pemotongan dari Dana Bantuan 
Perlakuan Khusus sebesar Rp. 700.000,- guna biaya pembelian 
helikopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam; 
 
 
    
 
- Adapun perincian jumlah dana perlakuan khusus untuk Penerimaan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 255/R/2001 tanggal 24 
September 2001 tersebut adalah sebagai berikut: 
 
No 
Kabupaten 
Kota 
Jumlah Dana 
Bantuan 
Biaya 
Pengadaan 
Helikopter 
Biaya Rutin 
Kab/Kota 
1. Banda 
Aceh 
2.712.500.000 700.000.000 2.012.500.000 
2. Sabang 2.607.500.000 700.000.000 1.907.500.000 
3. Aceh Besar 2.712.500.000 700.000.000 2.012.500.000 
4. Pidie 2.695.000.000 700.000.000 1.995.000.000 
5. Beureum 2.719.500.000 700.000.000 2.019.500.000 
6. Aceh Utara 2.688.000.000 700.000.000 1.988.000.000 
7. Aceh 
Timur 
2.688.000.000 700.000.000 1.988.000.000 
8. Aceh 
Tengah 
2.870.000.000 700.000.000 2.170.000.000 
9. Aceh Barat 2.695.000.000 700.000.000 1.995.000.000 
10. Aceh 
Selatan 
2.667.000.000 700.000.000 1.967.000.000 
11. Aceh 
Tenggara 
2.695.000.000 700.000.000 1.995.000.000 
12. Aceh 
Singkil 
2.677.500.000 700.000.000 1.977.500.000 
13. Aceh 
Simeuleu 
2.572.500.000 700.000.000 1.872.500.000 
 Jumlah 35.000.000.000 9.100.000.000 25.900.000.000 
 
dari dana bantuan perlakuan khusus bagian Kabupaten/Kota yang 
dipotong secara langsung tersebut terkumpul sebesar Rp. 
 
 
    
 
9.100.000.000,- (Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan oleh 
terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan kedalam Perubahan APBD 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2002, sehingga 
bertentangan dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungan 
jawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
- Terdakwa juga telah memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala 
Kas Daerah melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, M.M., Karo 
Keuangan untuk menempatkan dana APBD Provinsi nanggroe Aceh 
Darussalam tahun 2001 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar 
rupiah) ke rekening pribadi terdakwa No. 01.01.038492 di Bank 
Bukopin Jakarta, atas pemerintah terdakwa tersebut pada tanggal 15 
Agustus 2001 saksi Zainuddin, S.E., dana APBD Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam tahun 2001 yang tersimpan pada Bank Pemerintah 
Daerah Aceh dengan cek No: AA 026334 dan mentransfer ke 
rekening pribadi Terdakwa No. 01.01.038492 di Bank Bukopin 
Jakarta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); 
- Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 
tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
Instansi Pemerintah, pada tanggal 24 Agustus 2001 membayar uang 
muka pembelian helikopter MI-2 kepada saksi Bram HD Manoppo, 
MBA., dengan memberikan cek Bank Bukopin Jakarta senilai Rp. 
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pada 
waktu itu antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
dengan Saksi Bram HD Manoppo, MBA., belum ada perjanjian 
pembelian helikopter; 
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2001 mengirimkan 
surat kepada pimpinan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam Surat 
Nomor: KU.024/5190 untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan 
helikopter sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus 
 
 
    
 
juta rupiah) dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan 
dilaksanakan sebesar 30% dari total harga, yang dibayar pada saat 
penandatanganan kontrak; 
- Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2001 sekali lagi mengirim surat 
ke DPRD Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KU-
024/6269 meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter, dan 
dalam syrat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan bahwa 
Terdakwa sebelumnya telah membayarkan uang muka pembelian 
helikopter sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus 
juta rupiah), atas dasar surat tersebut DPRD Provinsi Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam memberitahukan persetujuan prinsip 
pengadaan helikopter dengan surat tanggal 12 Juni 2002 Nomor: 
065/962; 
- Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2002 menandatangani surat perjanjian 
jual beli helikopter MI-2 Nomor: 04/SPJB/2002 dengan saksi Bram 
HD Manoppo, MBA., Presiden direktur P.T. Putra Pobiagan Mandiri 
(PPM) yang berisikan antara lain bahwa Pemerintah daerah Nanggroe 
Aceh Darussalam akan membeli helikopter MI-2 dengan cabin versi 
VIP dan anti peluru, helikopter 100% baru dibuat tahun 2000-2001 
dengan harga sebesar US$ 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh 
ribu US dollar) dari P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sedangkan 
Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 
KU.945/155.B/2002 tertanggal 18 Juni 2002 yang menunjuk Saksi 
Drs. Khalid, MSi., sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaran 
Operasional Pemerintah Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam; 
- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 29 Juni 2002 
menerbitkan surat Nomor: 602/22395 perihal Rekomendasi 
Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada pelaksanakan 
penawaran harga dengan cara menunjukkan langsung kepada Ketua 
 
 
    
 
Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) yang menyetujui 
pelaksanakan penawaran harga dengan cara penunjukkan langsung 
kepada P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM), karena perusahaan 
tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran 
helikopter dari Rostov Mil Rusia, padahal dalam kenyataannya P.T. 
Putra Pobiagan Mandiri (PPM) bukan satu-satunya agen tunggal dari 
Rostov Mil Rusia dan pada waktu diterbitkanya rekomendasi tersebut 
surat perjanjian jual beli helikopter antara Provinsi Daerah Nanggroe 
Aceh Darussalam dengan P.T. Putra Pobiagan Mandiri telah 
ditandatangani, bahkan Terdakwa telah membayar uang muka 
pembelian helikopter tersebut kepada Saksi Bram HD Manoppo, 
MBA., selaku Presiden Direktur P.T.Putra Pobiagan mandiri (PPM) 
sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah); 
- Terdakwa pada tanggal Keputusan 8 Juli 2002 menerbitkan 
Keputusan Nomor: 602.1/262/2002 tentang Penunjukan Perusahaan 
P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebagai Pelaksana Pengadaan 
Pesawat Helikopter MI-2 untuk keperluan Pemda Provinsi Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan dalam kenyataanya terdakwa 
sebelumnya pada tanggal 26 Juni 2002 telah 2002 telah 
menandatangani surat perjanjian jual beli helikopter MI-2 tersebut; 
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2002 turut 
menandatangani Surat Perjanjian pembelian Helikopter MI-2 Nomor: 
05/KOP/PRJ/VII/2002 dengan saksi Bram HD Manoppo, MBA., 
Presiden Direktur P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang berisikan 
yang diwakili oleh Saksi Bram HD Manoppo, MBA., dengan Saksi 
Drs. Khalid, MSi. Selaku Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan 
Operasional Pemerintah Daerah  Provinsi Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam padahal sebelumnya Terdakwa juga telah 
menandatangani surat perjanjian jual beli Nomor: 04/SPJB/2002 
tanggal 26 Juni 2002 bahkan Terdakwa telah membayar uang muka 
 
 
    
 
pembelian helikopter tersebut kepada saksi Bram HD Manoppo, 
MBA., selaku Presiden Direktur P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM); 
- Sehubungan dengan telah ditandatangani Surat Perjanjian Pembelian 
Helikopter MI-2 Nomor: 05/KOP/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang 
turut ditandatangani oleh Terdakwa maka pada tanggal 15 Juli 2002 
dan 30 Juli 2002 Saksi Munawar anggota Panitia Pengadaan 
Pekerjaan daerah (P3D) Pemerintah Provinsi Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam atas perintah Saksi Drs. Khalid, MSi Pemimpin Proyek 
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam termasuk pengadaan helikopter telah 
melakukan pembayaran pembelian helikopter, kepada P.T. Putra 
Pobiagan Mandiri (PPM) yaitu masing-masing sebesar: 
a. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di transfer tanggal 15 Juli 
2002 ke rekening P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor a/c 
101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta; 
b. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di transfer 
tanggal 30 Juli 2002 ke rekening P.T. Putra Pobiagan Mandiri 
(PPM) Nomor a/c 101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta; 
- Terdakwa melalui Saksi Drs. Teuku Meureh Lizam, MM Karo 
Keuangan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah/Kepala Kas 
Daerah Saksi Zainuddin, S.E untuk mengirimkan/mentransfer uang 
sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah) ke rekening pribadi terdakwa Nomor: 01.01.038492 di Bank 
Bukopin Jakarta untuk pembayaran pembelian helikopter kepada P.T. 
Putra Pobiagan Mandiri (PPM) dan pada tanggal 31 Oktober 2002 
Saksi Zainuddin, SE mentransfer uang tersebut sesuai dengan perintah 
Terdakwa; 
- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu menyimpang dari syarat 
pembayaran dalam Surat Perjanjian Pembelian, pada tanggal 5 
 
 
    
 
November 2002 telah melakukan pembayaran kepada P.T. Putra 
Pobiagan Mandiri (PPM) sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar 
empat ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukuan dari rekening 
pribadi Terdakwa Nomor: 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta; 
- Pada tanggal 25 Februari 2003 telah dilakukan serah terima pesawat 
helikopter dari P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh 
Saksi Bram HD Manoppo, MBA. Kepada  Pemerintah Provinsi 
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang diwakili oleh Drs. Khalid, 
MSi sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional 
Pemerintah Provinsi Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 01/BA/KOP/II/2003 
tanggal 25 Februari 2003 tanpa dilakukan pengecekan fisik; 
- Terdakwa pada bulan Juli 2003 mengembalikan uang kas daerah 
melalui pemindah bukuan dari rekeningnya di Bank Bukopin Jakarta 
ke rekening Kas Daerah pada Bank Bukopin Banda Aceh sebesar Rp. 
1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), pengembalian 
tersebut adalah atas permintaan Kepala Kas Daerah Saksi Zainuddin, 
SE sebagai penggantian dana yang telah dibayarkan kepada P.T. Putra 
Pobiagan mandiri (PPM) pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp. 
1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 
- Terdakwa secara bertentangan dengan tata cara pembayaran 
sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, melalui Saksi Ir. H. 
Syahruddin Gadeng, M.Sc., Kepala Biro Perlengkapan 
memerintahkan Saksi Zainuddin, SE., Kepala Kas Daerah untuk 
mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 964.350.000,- (Sembilan 
ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 
Saksi Teuku Djohan Basyar untuk melakukan pembayaran pembelian 
helikopter langsung ke Pabrik Rostov Mil Russia tanpa melalui P.T. 
Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang oleh Saksi Zainuddin, Se Kepala 
Kas daerah uang tersebut ditransfer pada tanggal 8 Maret 2004 ke 
 
 
    
 
rekening Teuku Djohan Basyar Nomor: 133-00-0223282-5 pada Bank 
Mandiri Cabang Bogor; 
- Terdakwa selanjutnya melalui Saksi Ir. H. Syahruddin Gadeng, M.Sc. 
Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Saksi Zainuddin,SE 
Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 
198.150.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh 
ribu rupiah) kepada P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) untuk 
melakukan pembayaran pembelian helikopter, yang oleh Saksi 
Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer ke 
rekening P.T. Putra Pobiagan mandiri (PPM) pada Bank Bukopin 
Jakarta pada tanggal 1 Juli 2004 yang ditarik dengan Cek Nomor AF 
011864 tanggal 31 Mei 2004; 
- Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004 setelah dilakukan penyidikan, 
sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. SPRINDIK-
02/2004/P.KPK tanggal 29 Juni 2004 mengembalikan uang yang ada 
padanya melalui Bank Bukopin Jakarta ke Kas Daerah rekening 
khusus PPh/PPN Nomor: 01.02.121.007.1 di Bank Pembangunan 
Daerah Cabang Aceh sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga 
ratus juta rupiah); 
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Ir. Tutisno 
Hartono dari P.T. Dirgantara Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2004 
terhadap helikopter MI-2 yang telah diserahkan oleh Saksi Bram HD 
Manoppo, MBA mewakili P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) 
kepada Saksi Khalid, MSi mewakili Pemerintah Provinsi Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam diperoleh kesimpulan engine GTD 350 
W serial IV engine number 481664021 W (LH) dan engine number 
471683016 W (RH) terpasang di pesawat MI-2 Rostov dapat 
dinyatakan bahwa kondisi engine bukan engine baru karena telah 
memiliki jam terbang terhitung sejak baru dengan istilah lain yaitu 
telah memiliki flying time since new (TSN) sebagaimana yang 
tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Inventory Check Helikopter Model 
 
 
    
 
MI-2 Rostov Manufacturing Number 5111238082 yang dibuat dan 
ditandatangani Ahli tertanggal 22 Juli 2004; 
Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, dengan tujuan 
menguntungkan Terdakwa sendiri atau Saksi Bram HD Manoppo, MBA 
atau orang lain atau P.T. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang telah atau 
setidak-tidaknya dapat merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp. 
13.687.500.000,- (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta 
lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah Rp. 
10.087.500.000,- (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah), yang terhitung dari jumlah pengeluaran Kas oleh Bendaharawan 
Umum Daerah Rp. 13.687.500.000,- (tiga belas milyar enam ratus 
delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah 
pengembalian ke rekening Kas Daerah yang disetor kembali oleh 
Terdakwa Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) 
sebagaimana hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara yang 
dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
sesuai dengan Surat Nomor SR-548/D6/1/2004 tanggal 9 November 
2004, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
Perbuatan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, MSi., diancam pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b 
ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
4. Pembahasan 
Dalam kaitan dengan Surat Dakwaan tersebut di atas, seharusnya 
Jaksa Madya membuat Surat Dakwaan yang harus memenuhi penerapan 
syarat formiil dan syarat materiil sedangkan di dalam Surat Dakwaan 
dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Ir. H. Abdullah 
Puteh, M.Si. terdapat banyak kekeliruan yang meliputi sebagai berikut: 
 
 
    
 
a. Syarat Formil; 
Syarat Formil diatur dalam Pasal 143 (2) a KUHAP, yang mencakup: 
1) Diberi tanggal  
2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama 
lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum 
Berdasarkan dari isi Surat Dakwaan tersebut diatas, bahwa tidak 
ditemukan adanya kesalahan penulisan dalam penetapan syarat formil 
karena Surat Dakwaan sudah jelas didakwakan kepada siapa yang 
bertujuan mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau 
pelaku tindak pidana yang sebenarnya, dan pada umumnya syarat 
formil merupakan syarat yang berlaku pada umumnya dalam 
penulisan berkas perkara.   
b. Syarat Materiil; 
Syarat Materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dimana 
surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu ( 
tempus delicti ) dan tempat tindak pidana itu dilakukan ( locus delicti 
). 
Sedangkan penerapan syarat materiil dalam Surat Dakwaan Tindak 
Pidana oleh Abdullah Puteh banyak terdapat kekurangannya, sehingga 
terjadi banyak kesalahan perumusan dalam Surat Dakwaannya yaitu 
sebagai berikut: 
- Bahwa dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas seperti 
di atas, Jaksa Madya harus merumuskan unsur-unsur tindak 
pidananya yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang mendukung 
syarat-syarat materiilnya sehingga terjadi persesuaian antara fakta 
dengan unsur deliknya. 
 
 
    
 
- Dalam sistem penyusunan isi Surat Dakwaan antara Kualifikasi 
Yuridis (“Yurisdicshe Kwalificatie”) dan fakta (“feit”) ini terjadi 
uraian fakta yang saling bertentangan antara satu dengan yang 
lain, kemudian yang berhubungan dengan fakta-fakta tersebut 
dibuat panjang dan lebar secara teknikalitas sehingga 
menghilangkan sifat begrijpelijk (dapat dimengerti) dakwaan itu 
sendiri. 
- Dalam Surat Dakwaan tersebut tidak memberikan gambaran yang 
jelas mengenai peraturan-peraturan pidana yang dilanggar oleh 
Terdakwa, seperti halnya saudara Ir. H. Abdullah Puteh, MSi. 
- Tidak dijumpainya di dalam Surat Dakwaan mengenai peran apa 
yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 
KUHP ini, apakah sebagai Pleger (yang melakukan), Mede Pleger 
(turut serta melakukan) ataukah sebagai Uitlokker (pembujuk). 
- Tidak dijelaskan mengenai perumusan antara perbuatan-perbuatan 
yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut dengan perbuatan yang 
dianggap sebagai fakta materiil dalam Dakwaan Primair 
B. Akibat Hukum Jika Surat Dakwaannya Dinyatakan Obscuur Libel oleh 
Hakim 
Keseluruhan Dakwaan Jaksa Madya, baik dakwaan Primair maupun 
Dakwaan Subsidair, telah disusun/diuraikan tidak secara cermat, tidak jelas 
dan tidak lengkap, bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 
143 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan dakwaan tersebut kabur (obscuur 
libel). Menurut ayat (3) pasal tersebut, Surat Dakwaan yang demikian itu 
adalah batal demi hukum (van rechtswegenietig). 
Keberatan terhadap uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak 
lengkap dari Surat Dakwaan Jaksa Madya dimaksud akan dijelaskan di 
bawah ini: 
 
 
    
 
1. Keberatan terhadap Uraian dalam Dakwaan Primair 
a. Bahwa apabila dalam Surat Dakwaan, Jaksa Madya menyebutkan Ir. 
H. Abdullah Puteh, M.Si secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, 
maka fakta perbuatan materiilnya harus dirumuskan secara rinci dan 
tegas. Dalam Dakwaan Primair hanya dirumuskan fakta sebagai 
materiele heid.  
b. Dalam Surat Dakwaan harus dijelaskan secara tegas dan rinci 
“bagaimana” dan “dengan cara apa” rumusan Terdakwa melakukan 
perbuatan hukum, artinya tidak sekedar dinyatakan sebagai “feiten” 
bahwa Terdakwa adalah pengambil kebijakan dan keputusan tersebut 
dengan rumusan unsur “melawan hukum”. Pengertian unsur 
“melawan hukum” tidaklah dapat diartikan sebagai pertentangan 
dengan “beleid” atau kebijakan Admistratif ataupun sebagai 
bertentangan dengan prinsip jual beli dalam bidang keperdataan, yang 
maknanya bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.  
c. Bahkan di dalam Surat Dakwaan terdapat rumusan materiele daad dari 
Terdakwa yang justru menekankan adanya pelaksanakan dari 
“Overheidsbeleid” yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan 
“Privaaterchtelijkheid”, tentunya bukan sebagai tindak pidana korupsi 
sebagaimana terstruktur pada kekeliruan Surat Dakwaan. 
d. Rumusan antara feiten dengan materiele heid sebagai suatu 
persyaratan yang memenuhi unsure “melawan hukum” sebagai 
bestanddeel delict (delik inti) (meskipun dinyatakan sebagai sarana 
dalam UU No. 3 Tahun 1971), ini sama sekali tidak ditemukan dalam 
Surat Dakwaan terhadap terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si ini. 
e. Pada Surat Dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa tidak 
ditemukan rumusan tentang “cara bagaimana” dan “apa yang menjadi 
dasar” Terdakwa “memiliki kewenangan yang ekstensif dan eksessif” 
tersebut sebagai suatu “fakta” dari perbuatan agar dapat ditentukan 
 
 
    
 
kesesuaian antara “fakta” dengan rumusan “unsur melawan hukum” 
dari tindak pidana tersebut. 
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, Surat Dakwaan Jaksa 
Madya sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai 
“feiten” dalam bentuk “bagaimana dan dengan cara apa” Terdakwa 
melakukan perbuatan, khususnya formeel wederrechtelijk tersebut. Dan 
pula unsur “tanpa wewenang” sebagai suatu bentuk kategoris dari sifat 
melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci dan jelas. “Bagaimana unsur 
melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, 
M.Si ” tidak terurai wujud dan cara dilakukannya, sehingga Surat 
Dakwaannya menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 
2. Keberatan terhadap Uraian dalam Dakwaan Subsidair  
Keberatan yang akan dikemukakan terhadap Dakwaan Subsidair 
adalah sama dengan keberatan yang telah dikemukakan di atas terhadap 
Dakwaan Primair. Keberatan tersebut, selain menyangkut materiele 
daad/materiele feit yang dirumuskan pada Dakwaan Subsidair ini adalah 
sama dengan perumusan materiele daad/materiele feit padsa Dakwaan 
Primair, juga menyangkut penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 tentang 
“penyertaan” (Deelneming) dan Pasal 64 ayat (1) tentang Perbuatan 
Berlanjut (Voorgezette Handelling). 
Berdasarkan uraian di atas mengenai kekurangan dari pembuatan 
Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter dengan 
Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si oleh Jaksa Madya mengakibatkan 
Hakim harus menyatakan Surat Dakwaan batal secara hukum, karena adanya 
sesuatu kekurangan dalam Surat Dakwaan. Didalam KUHAP hal ini diatur 
dalam Pasal 143 ayat (3).  
 
 
 
 
    
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
 
Bagian penutup mengemukakan tentang simpulan dan saran. Simpulan 
merupakan hal-hal yang diuraikan pada bab-bab terdahulu dan juga merupakan 
jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari penelitian guna mengembangkan 
hokum nasional, khususnya Hukum Acara Pidana. 
A. Simpulan 
1. Penerapan Syarat Formil dan Materiil pada Surat Dakwaan yang 
Dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Pidana Korupsi Pengadaan 
Helikopter oleh Terdakwa Abdullah Puteh adalah sebagai berikut: 
a. Syarat Formil 
Berdasarkan dari isi Surat Dakwaan, bahwa tidak ditemukan 
adanya kesalahan penulisan dalam penetapan syarat formil karena 
Surat Dakwaan sudah jelas didakwakan kepada siapa yang bertujuan 
mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak 
pidana yang sebenarnya, dan pada umumnya syarat formil merupakan 
syarat yang berlaku pada umumnya dalam penulisan Surat Dakwaan.   
b. Syarat Materiil 
Penerapan syarat materiil dalam Surat Dakwaan Tindak 
Pidana oleh Abdullah Puteh banyak terdapat kekurangannya, sehingga 
terjadi banyak kesalahan perumusan dalam Surat Dakwaannya yaitu 
sebagai berikut: 
- Bahwa dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas seperti 
di atas, Jaksa Madya harus merumuskan unsur-unsur tindak 
 
 
    
 
pidananya yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang mendukung 
syarat-syarat materiilnya sehingga terjadi persesuaian antara fakta 
dengan unsur deliknya. 
- Dalam sistem penyusunan isi Surat Dakwaan antara Kualifikasi 
Yuridis (“Yurisdicshe Kwalificatie”) dan fakta (“feit”) ini terjadi 
uraian fakta yang saling bertentangan antara satu dengan yang 
lain, kemudian yang berhubungan dengan fakta-fakta tersebut 
dibuat panjang dan lebar secara teknikalitas sehingga 
menghilangkan sifat begrijpelijk (dapat dimengerti) dakwaan itu 
sendiri. 
- Dalam Surat Dakwaan tersebut tidak memberikan gambaran yang 
jelas mengenai peraturan-peraturan pidana yang dilanggar oleh 
Terdakwa, seperti halnya saudara Ir. H. Abdullah Puteh, MSi. 
- Tidak dijumpainya di dalam Surat Dakwaan mengenai peran apa 
yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 
KUHP ini, apakah sebagai Pleger (yang melakukan), Mede Pleger 
(turut serta melakukan) ataukah sebagai Uitlokker (pembujuk). 
- Tidak dijelaskan mengenai perumusan antara perbuatan-perbuatan 
yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut dengan perbuatan yang 
dianggap sebagai fakta materiil dalam Dakwaan Primair 
2. Akibat Hukum Jika Surat Dakwaannya Dinyatakan Obscuur Libel oleh 
Hakim adalah: 
Keberatan terhadap uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak 
lengkap dari Surat Dakwaan Jaksa Madya dimaksud akan dijelaskan di 
bawah ini: 
a. Keberatan terhadap Uraian dalam Dakwaan Primair 
Sebagaimana telah dijelaskan, Surat Dakwaan Jaksa Madya 
sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai “feiten” 
 
 
    
 
dalam bentuk “bagaimana dan dengan cara apa” Terdakwa melakukan 
perbuatan, khususnya formeel wederrechtelijk tersebut. Dan pula 
unsur “tanpa wewenang” sebagai suatu bentuk kategoris dari sifat 
melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci dan jelas. “Bagaimana 
unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Abdullah 
Puteh, M.Si ” tidak terurai wujud dan cara dilakukannya, sehingga 
Surat Dakwaannya menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 
b. Keberatan terhadap Uraian dalam Dakwaan Subsidair  
Keberatan yang dikemukakan terhadap Dakwaan Subsidair 
adalah sama dengan keberatan yang telah dikemukakan di atas 
terhadap Dakwaan Primair. Keberatan tersebut, selain menyangkut 
materiele daad/materiele feit yang dirumuskan pada Dakwaan 
Subsidair ini adalah sama dengan perumusan materiele 
daad/materiele feit padsa Dakwaan Primair, juga menyangkut 
penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 tentang “penyertaan” (Deelneming) 
dan Pasal 64 ayat (1) tentang Perbuatan Berlanjut (Voorgezette 
Handelling). 
Berdasarkan uraian di atas mengenai kekurangan dari pembuatan 
Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter dengan 
Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si oleh Jaksa Madya mengakibatkan 
Hakim harus menyatakan Surat Dakwaan batal secara hukum, karena 
adanya sesuatu kekurangan dalam penulisan Surat Dakwaan. Didalam 
KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3). 
B. Saran 
1. Untuk mencegah terjadinya pembatalan Surat Dakwaan secara formil 
oleh Hakim, maka Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus 
sudah menguasai materi perkara baik yang meliputi syarat formil maupun 
materiil yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta 
 
 
    
 
jangan sampai terjadi Surat Dakwaan yang kabur/samar-samar (obscuur 
libel), atau dakwaan bertentangan satu sama lain dan selain itu perlu 
terlebih dahulu mengadakan penelitian dengan lebih seksama terhadap 
berkas perkara hasil penyidikan. 
2. Perlunya pengetahuan Penuntut Umum dalam hal penyusunan Surat 
Dakwaan, agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna untuk 
menghindari adanya kesalahan Surat Dakwaan yang menyebabkan 
pembatalan Surat Dakwaan. 
3. Penuntut Umum perlu memperhatikan saran-saran dari pihak lain, 
terutama dari pihak yang bersangkutan seperti perlunya kerjasama antar 
aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, penasehat 
hukum, maupun hakim agar penyelesaian perkara dapat berjalan lancar 
untuk menghindari adanya kesalahan/kekeliruan dalam penyusunan Surat 
Dakwaan. 
4. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter dengan 
terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si ini seharusnya penuntut umum 
menggunakan haknya untuk memperbaiki surat dakwaan, sehingga surat 
dakwaan tersebut dapat diajukan kembali ke Pengadilan dan kasus ini 
dapat diperiksa oleh Majelis Hakim. 
Hal ini sangat penting karena untuk lebih memantapkan peran, 
kredibilitas, dan profesionalisme penuntut umum. 
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